
 

 
 
 
 

PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 10 TAHUN 2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan Peraturan 
Perundang-undangan yang terbentuk dalam rangka 
penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  dan 
pembangunan di bidang hukum sebagai perwujudan  
tanggung jawab pelaksanaan Otonomi Daerah baik secara 
substansial maupun prosedural dengan memperhatikan 
aspirasi masyarakat  melalui proses politik  yang 
demokratis dan didukung oleh cara  dan metode yang 
pasti, baku dan standar yang bersifat mengikat; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 217, tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4033); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia  
Nomor 4310);  

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Nomor 4389; 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Nomor 4548); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia  Nomor 3952); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

dan 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN 

DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat 
Daerah  sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

7. Panitia Legislasi DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung yang khusus menangani fungsi legislasi. 

8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung.  

10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah Proses Pembuatan 
Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari 
Persiapan, Penyusunan dan Perubahan, Pembahasan, 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan. 

11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut 
Prolegda adalah Intrumen Perencanaan Program 
Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara 
terencana, terpadu dan sistematis.  

12. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung. 

13. Peraturan Gubernur adalah Peraturan yang ditetapkan 
oleh Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah. 

14. Peran serta Masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat 
dalam Proses Persiapan dan Pembahasan Peraturan 
Daerah.  

 
BAB II 

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
 

Pasal 2 
 
Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada Azas 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan 

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi serta dapat menampung kondisi khusus daerah 

dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.   
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BAB III 
PROGRAM LEGISLASI DAERAH 

 
Bagian Pertama 

Tujuan Penyusunan Prolegda 
 

Pasal 3 
 

(1)   Setiap   Rancangan  Peraturan Daerah harus masuk dalam 
Prolegda. 

(2)   Prolegda bertujuan : 

 a.  untuk  menjaga  agar  Peraturan   Daerah  tetap   
berada dalam Kesatuan Sistem Hukum    Nasional; 

 b.   agar Perencanaan dan Pembentukan Peraturan 
Daerah sebagai penentu arah pelaksanaan Otonomi 
Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, 
terpadu dan sistematis yang dituangkan dalam 
Keputusan Gubernur.  

Pasal 4 

(1)   Penyusunan  Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan 
melalui Panitia Legislasi oleh  Sekretaris  DPRD. 

(2)  Penyusunan  Prolegda  di  lingkungan  Pemerintahan  
Provinsi  dikoordinasikan  oleh Sekretaris Daerah. 

(3)  DPRD     bersama-sama     Pemerintah     Provinsi    
menyusun Prolegda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(4)   Penyusunan  Prolegda  sebagaimana  dimaksud  pada  
ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya pada masa 
Persidangan terakhir DPRD pada tahun anggaran 
sebelumnya.  

 
Pasal 5 

 
Tata urutan prioritas dan waktu Pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan Kesepakatan 
Bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam 
bentuk Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 6 

 

(1)  Rancangan  Peraturan   Daerah   agar   masuk dalam 
Prolegda harus memenuhi syarat : 
a. diajukan oleh DPRD atau oleh Pemerintah Provinsi; 
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b. memiliki kelengkapan naskah yang memenuhi 
ketentuan  Perundang-Undangan; 

c. dilengkapi Naskah Akademik. 

 

(2) Kreteria untuk menentukan skala prioritas rancangan 
Peraturan Daerah yang masuk dalam  Prolegda adalah : 

a. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi; 

b. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas 
Perbantuan 

c. terkait atau mendukung pemulihan dan 
pembangunan ekonomi kerakyatan; 

d. mengatur  kepentingan  masyarakat demi 
terwujudnya kesejahteraan rakyat; 

e. memelihara kondisi khusus Daerah. 

(3)   Bentuk  dan tata cara pengisian Prolegda Provinsi diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

 
Bagian Kedua 

Pengelolaan Program Legislasi Daerah 
 

Pasal 7 

(1) DPRD dan Pemerintah Provinsi harus melaksanakan 
Rencana Pembentukan Peraturan Daerah  yang termuat 
dalam Prolegda. 

(2) Jika  Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD 
dan Pemerintah Provinsi harus menetapkan Rancangan 
Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Prolegda tahun 
berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk 
pembahasannya. 

 
Pasal 8 

 
Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan 
masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber 
daya daerah dan kondisi yang mendesak, DPRD bersama 
Pemerintah Provinsi dapat menyepakati perubahan rencana 
pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam 
Prolegda atau memasukan Rancangan Peraturan Daerah yang 
sebelumnya tidak tercantum dalam Prolegda.  

 


